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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2OO8

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2OO8

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang '. a-

BUPATI KATINGAN,

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerai sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
peratuian pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3

Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor

32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah menjadi

Undang-Unciang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DpRDj bersama Bupati Katingan telah menyempurnakan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapitan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran

sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah

Tanggal 14 Januari 2008 Nomor 188.441912008 Tahun

2008- tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Kltingan tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan

Peraturan Bupati Katingan tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD

Tahun Anggaran 2008 tidak bertentangan dengan

kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan

Daerah tentang APBD Kabupaten Katingan Tahun

Anggaran 2008;

b.

c.



Mengingat ' 1. Undang-undangNomor12TahunlgB5tentangPajak
Bumi dan Blngunan (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 3312) sebagaimana

tetJfr OiuOah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

1994 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1994

Nomoi 62, TambJhan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 3569);

Undang-undangNomorlBTahunlggTtentangPajak
Daerah-dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan

Uniang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran

Negara"Repub_liklndonesiaTahun2000Nomor246
Tairbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

a0a8);

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
perolefian Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 1997 Nomor 44'

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,

Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten

Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten

Murunj Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi

Kalimantan- Tengah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2oo2 Nomor 18, Tambahan Lembaran

Negara Nomor a180);

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuanlan Negara (Lembaran Negara Republik lndinesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4286),

Undang Undang Nomor' 1 Tahun 2004 tentang

Perbendah araan Negara (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2oo4 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4355);

Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang Undangan
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor

2.
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9.

53, Tambahan Lembaran Negara Nomor a389);

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan p.ngLlolrrn dan tanggung jawab

Keuangan Negara llembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4400);

Undang_UndangNomor25Tahun2004tentangSistem
Perencinaan Pembangunan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104'

Tairbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

aa21);

llUndangUndangNomor32Tahun2004tentang
Pemerintahan Daeratr 1t-emnaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2oo4 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dalam

UnJang-Undang Nomor B Tahun 2A05 tentang Penetapan
peratuian pemerintahan Pengganti Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor

i Og, tamUahan Lembaran Negara Nomor 4548)',

Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimb-angan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2oo4 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Nomor a438);

peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2OO1 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang

Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2OO1 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang

Retribusi Daerah (Lembaran Negai-a Republik lndonesia

Tahun 2OC1 l'lomor 119, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4139),

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO4 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia 4416), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
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17

Tahun 2ao4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2005Nomor
b7, r"n.,uanai Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4540),

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

rueglra Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 48'

Tairbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

4505);

PeraturanPemerintahNomor24Tahun2005tentang
StandarAkuntansiPemerintahan(LembaranNegara
Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4502),

peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4574),

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

perimbangan (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 20b5 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

Nomor a575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaga Negara

Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4576)',

peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang

Hibah (Lembaga Negara Republik lndonesia Tahun 2005

Nomor 139, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4577);

peraturan Pemerintah Nomor 58 rahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara

nepuOtif lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusun dan penerapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaga Negara Republik lndonesia Tahun 2005

Nomor 150, Tambahan lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaga
Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 25'

Tambahan lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

4614)',
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26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetuiuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KATINGAN

DAN

BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TENTANG ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2OO8

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

2. Belanja Daerah

Defisit

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Rp. 133.332.923.900'00

b.Pengeluaran Rp. 6.000.000.000,00

Pembiayaan Netto

Rp. 584.91 7.076. 1 00,00

Rp.712 250.000.000,00

Rp. 127 .332. 932.900,00

Rp. 127 332 932.900,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan ' Rp. -

Pasal 2

(1) pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 17.250.253-500'00

b. Dana perimbangan sejumlah Rp. 520.802.247.604,OO



c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp' 46'864'575'00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

darijenis PendaPatan :

a. Pajak daerah sejumlah Rp 1 450'000'000'00

b. Retribusi daerah sejumlah Rp 3 211'553'500'00

c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah

RP 1 660 000 000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp' 10'928'700'000'00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

pendaPatan :

a. Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp' 77'938'137'600'00

b.DanaalokasiumumsejumlahRp3TB0B4'110'000'00

c.DanaalokasikhusussejumlahRp64'735'000000'00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Huruf c terCiri darijenis pendapatan :

a. Hibah sejumlah RP. -
b. Dana darurat sejumlah RP. -
c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp' 5 614'575'000'00

d. Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus sejumlah RP. 40.000'000.000'00

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp'

1.250.000 000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.BelanjaTidakLangsungsejumlahhP.p.198.342.834.656'00

b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 513'907'165'344,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

belanja:

a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 158.385'746J96p0

b. Belanja bunga sejumlah RP. -
c. Belanja subsidi sejumlah RP. -
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d. Belanja hibah sejumlah Rp 17 928'128'900'00

e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp' 2'540'000'000'00

f. Belanja bagi hasil sejumlah Rp' 1'400'000'000'00

g Belanja bantuan keuangan sejumlah RP l6 T25'000'000'00

h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp l '353 959 560'00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ('l) huruf b terdiri darijenis belanja:

a. Belanja pegawai sejumlah Rp 44 359'163'348'00

b.BelanjaBelanjabarangdanjasasejumlahRp.197.643.557.250,00

c. Belania Modal sejumlah Rp' 271'904 444'746'00

Pasal 4

(1) Per-nbiayaan Daerah sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal '1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp' 133 332'923'900'00

b. Pengeluaran sejumlah Rp 6'000 000'000'00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri darijenis pembiayaan :

a. sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (slLPA)

sejumlah RP. 1 32.832.923'900,00

b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp' -
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah sejumlah Rp' -
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp' -
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 500'000'000,00

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp' -

(3) pengetuai-an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri darijenis pembialraan:

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp' -

b. Penyenaan ntodal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp' 6'000'000'000'00

c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp' -
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp -
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Pasal 5

UraianlebihlanjutAnggaranPendapatandanBelanjaDaerahsebagaimanadimaksuddalam
pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. LamPiran I Ringkasan APBD;

2. Lampiran ll Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi

SKPD;

3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD'

pendapatan, belanjar dan pembiayaan;

4. Lampiran lv Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintah daerah' organisasi

SKPD, program, dan kegiatan;

5. Lampiran v Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan

pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan

Negara;

6.LampiranVlDaftarjumlahpegawaipergolongandanperjabatan;

7. Lampiran Vll Daftar piutang daerah;

8. Lampiran Vlll Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

9. Lampiran lX Daftar perkiraan penambahan, dan pengurangan aset tetap daerah;

10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;

11. Lampiran Xl Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum

diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

12. Lampiran Xll Daftar dana cadangan daerah ; dan

13. Lampiran Xll Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati Katingan nrenetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.



Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

penempatannya dalam Lembaran Daerah

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Katingan

Nomor 01 Tanggal22 Januari 2008

LOll, BE, SE
Muda

003 1s1

Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 01

diundangkan. Agar setiaP orang

Peraturan Daerah ini dengan

Ditetapkan di Kasongan

pada tanggal 22 Januari 2008

{ }-:Dl,lt
\{rttG

,ARIS DAERAH
KATINGAN,
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